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Pendahuluan

Hutan adat merupakan salah satu bentuk
ekosistem yang memiliki peran strategis dalam menjaga
keseimbangan lingkungan global sekaligus
mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat
lokal. Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai
laporan internasional menunjukkan bahwa laju
deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan eksploitasi
sumber daya alam telah menjadi ancaman serius

Email: Patmaraga@gmail.com

terhadap keberlanjutan ekosistem hutan. Di tengah
berbagai tantangan tersebut, komunitas adat di berbagai
belahan dunia justru menunjukkan kemampuan yang
relatif lebih baik dalam menjaga kelestarian hutan
melalui sistem nilai, norma, dan praktik budaya yang
diwariskan secara turun-temurun. Berbagai penelitian
menunjukkan bahwa hutan yang dikelola oleh
masyarakat hukum adat melalui penerapan kearifan
lokal dan aturan adat cenderung lebih terjaga

Copyright © 2026, Patmaraga, B., & Sarjan, M. (2026).
This open access article is distributed under a (CC-BY License


http://jpfis.unram.ac.id/index.php/GeoScienceEdu/index
https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i3.2449

Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi dan Geofisika (GeoScienceEd)

Agustus 2026, Volume 7, Issue 3, 3152-3159

keberlanjutannya karena adanya keterikatan sosial,
budaya, dan ekologis masyarakat terhadap kawasan
hutan yang menjadi ruang hidup mereka (Sambawa et
al., 2024). Hubungan ini bersifat resiprokal: budaya
membentuk cara masyarakat memaknai hutan,
sementara praktik menjaga hutan secara berulang turut
memperkuat dan mereproduksi nilai-nilai budaya itu
sendiri, sehingga keberlanjutan ekologis dan
keberlanjutan budaya saling menopang satu sama lain.

Dalam konteks Indonesia, keberadaan
masyarakat hukum adat telah memperoleh pengakuan
konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat. Penguatan pengakuan tersebut juga
tercermin dalam berbagai kebijakan kehutanan,
termasuk pengelolaan hutan sosial dan hutan adat yang
diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan
Kehutanan, Perubahan Peruntukan dan Fungsi
Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.
Regulasi tersebut memberikan ruang yang lebih luas
bagi masyarakat adat untuk mempertahankan dan
mengelola kawasan hutannya berdasarkan nilai-nilai
lokal yang telah berkembang secara turun-temurun.

Salah satu komunitas adat yang masih
mempertahankan tradisi pengelolaan hutan berbasis
budaya adalah masyarakat Wetu Telu Bayan di
Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara
Barat (Jayadi et al., 2024). Hutan adat Bayan merupakan
kawasan yang secara historis dikelola berdasarkan
awig-awig dan kelembagaan adat yang dipimpin oleh
pemangku adat (Jayadi et al., 2024). Masyarakat Wetu
Telu mempraktikkan tradisi keagamaan yang
memadukan ajaran Islam dengan kepercayaan leluhur
Sasak melalui berbagai ritual dan sistem kosmologi yang
mengatur hubungan manusia dengan alam (Sumiadi,
2025). Hutan adat dipandang sebagai ruang sakral yang
menjadi bagian dari tatanan kosmis sehingga harus
dijaga keberlanjutannya (Amalina, 2026). Nilai-nilai
tersebut diinternalisasikan melalui ritual, simbol
budaya, awig-awig, serta kepemimpinan adat yang
membentuk kesadaran ekologis kolektif masyarakat
(Amalina, 2026). Temuan tersebut sejalan dengan kajian
global yang menunjukkan bahwa kawasan alam sakral
berkontribusi nyata terhadap konservasi
keanekaragaman hayati (Zannini et al., 2021).

Secara empiris, keberhasilan konservasi hutan
adat Bayan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan
hukum adat awig-awig yang mengatur larangan, sanksi,
serta tata cara pemanfaatan sumber daya hutan.
Penelitian Rahman dan Arba (2020) menunjukkan

bahwa awig-awiq yang telah diformalkan melalui
Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 berfungsi sebagai
instrumen sosial dalam pengelolaan hutan adat Bayan.
Aturan tersebut mengatur berbagai larangan terhadap
aktivitas yang berpotensi merusak hutan dan sumber
mata air, sehingga berkontribusi terhadap perlindungan
fungsi ekologis hutan serta keberlanjutan sumber daya
alam bagi masyarakat adat. Selain itu, penelitian Jayadi,
Khairi, dan Sutasoma (2024) menemukan bahwa tokoh
adat dalam komunitas Wetu Telu memainkan peran
sentral dalam membangun kesadaran konservasi,
menyampaikan pesan moral dan spiritual tentang
lingkungan, memediasi konflik pemanfaatan sumber
daya alam, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan
pelestarian hutan. Temuan tersebut menunjukkan
bahwa keberhasilan konservasi hutan adat tidak hanya
bergantung pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada
kekuatan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dari perspektif sosial dan budaya, praktik
konservasi hutan berbasis budaya yang dikembangkan
masyarakat Wetu Telu menjadi penting untuk dikaji
karena menawarkan model alternatif pengelolaan
lingkungan yang berakar pada nilai lokal. Di tengah
meningkatnya tekanan modernisasi, perkembangan
pariwisata, dan perubahan pola hidup masyarakat,
keberlangsungan nilai-nilai adat menghadapi tantangan
yang semakin kompleks. Kajian mengenai konservasi
hutan adat tidak hanya relevan bagi pengembangan
ilmu lingkungan, tetapi juga penting dalam memahami
bagaimana identitas budaya, sistem kepercayaan, dan
struktur sosial masyarakat berkontribusi terhadap
pelestarian sumber daya alam. Dengan demikian,
konservasi hutan adat dapat dipahami sebagai proses

sosial-budaya yang melibatkan interaksi antara
manusia, nilai budaya, dan lingkungan secara
berkelanjutan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas
pengelolaan hutan adat Bayan, sebagian besar kajian
masih berfokus pada aspek hukum adat, kelembagaan
lokal, kepemimpinan adat, atau dimensi keagamaan
dalam praktik konservasi. Kajian yang secara khusus
memetakan perkembangan pengetahuan ilmiah
mengenai konservasi hutan adat melalui pendekatan
budaya dalam perspektif masyarakat Wetu Telu masih
relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang
melakukan sintesis sistematis terhadap berbagai hasil
penelitian ~ yang  telah  dipublikasikan  untuk
mengidentifikasi pola, tema utama, pendekatan teoritis,
serta arah perkembangan kajian konservasi hutan adat
Bayan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan
literatur yang perlu diisi melalui pendekatan Systematic
Literature Review (SLR). SLR dipilih karena
memungkinkan penulis menelusuri, menyeleksi, dan
memetakan secara terstruktur temuan-temuan yang
tersebar di berbagai publikasi mengenai konservasi
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hutan adat Bayan, sehingga pola, tema, dan kesenjangan
kajian dapat diidentifikasi secara sistematis dan dapat
dipertanggungjawabkan secara metodologis,
dibandingkan dengan tinjauan naratif biasa yang
cenderung selektif dan kurang transparan dalam proses
penelusuran sumbernya. Dengan demikian, SLR
dianggap paling sesuai untuk mencapai tujuan
penelitian ini, yaitu memperoleh gambaran yang lebih
komprehensif mengenai hubungan antara budaya lokal
dan konservasi hutan adat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis dan mensintesis berbagai
hasil penelitian mengenai konservasi hutan adat melalui
pendekatan budaya dalam perspektif masyarakat Wetu
Telu Bayan, Lombok Utara. Fokus kajian diarahkan
pada identifikasi nilai-nilai budaya yang mendukung
konservasi hutan, bentuk-bentuk praktik konservasi
berbasis adat, peran aktor budaya dalam menjaga
kelestarian hutan, serta tantangan yang dihadapi dalam
mempertahankan sistem konservasi tradisional. Secara
teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya
kajian tentang konservasi berbasis budaya, masyarakat
adat, dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya
alam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi
rujukan bagi pemerintah, akademisi, dan komunitas
adat dalam merumuskan strategi pelestarian hutan yang
lebih inklusif, berkelanjutan, dan sensitif terhadap nilai-
nilai budaya lokal.

Metode

Kajian ini disusun melalui telaah literatur
sistematis untuk merangkai temuan-temuan terdahulu
mengenai konservasi hutan adat pada masyarakat Wetu
Telu Bayan. Penulis menelusuri artikel jurnal, buku, dan
dokumen kebijakan yang terbit dalam rentang tahun
2020 hingga 2026 melalui basis data seperti Google
Scholar, DOAJ, dan Garuda, dengan kata kunci seperti
"hutan adat", "Wetu Telu", "awig-awig", dan "kearifan
lokal konservasi". Dari penelusuran awal, dipilih sum-
ber yang relevan secara tematik dengan fokus penelitian,
yakni nilai budaya, praktik konservasi, dan peran aktor
adat dalam pengelolaan hutan di Bayan.

Setiap sumber yang terkumpul dibaca dan
dipetakan berdasarkan tema yang muncul, kemudian
dikelompokkan ke dalam beberapa kategori pembaha-
san: dasar nilai budaya, bentuk praktik konservasi, dan
peran tokoh adat. Pengelompokan ini dilakukan secara
manual dengan membandingkan argumen antar sum-
ber untuk melihat titik temu maupun perbedaan
penekanan di antara para peneliti sebelumnya. Hasil
pengelompokan tersebut selanjutnya disintesis secara
naratif, bukan secara statistik, mengingat sifat data yang
bersifat kualitatif dan konseptual. Pendekatan ini dipilih
karena lebih sesuai untuk memahami dinamika nilai
budaya yang kompleks ketimbang pendekatan kuanti-

tatif yang cenderung menyederhanakan makna sosial-
religius di balik praktik konservasi tersebut.

Hasil dan Diskusi
Nilai-Nilai Budaya Wetu Telu sebagai
Konservasi Hutan Adat

Sistem kepercayaan Wetu Telu pada hakikatnya
merupakan konstruksi sinkretis antara nilai-nilai Islam
dan tradisi pra-Islam masyarakat Sasak di Bayan, yang
melahirkan tata nilai khas dalam memandang relasi
manusia dengan alam. Sinkretisme ini tidak sekadar
menjadi identitas keagamaan, tetapi juga menjadi
kerangka kosmologis yang menempatkan hutan sebagai
bagian dari satu kesatuan kehidupan spiritual
masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai Wetu Telu
berfungsi ganda, yakni sebagai pedoman religius
sekaligus sebagai rujukan etika lingkungan yang
mengikat secara sosial. Konstruksi nilai yang
memandang hutan sebagai ruang sakral dan bagian dari
identitas kolektif masyarakat adat menjadi fondasi
utama yang menjelaskan keberlanjutan praktik
konservasi hutan adat di Bayan dari generasi ke generasi
(Soimin, 2025).

Nilai-nilai Wetu Telu juga termanifestasi dalam
konsep parokialitas adat yang menjadikan wilayah
Bayan sebagai ruang sosial-religius tertutup dengan
batas-batas normatif yang jelas, termasuk batas wilayah
hutan yang disucikan. Parokialitas ini memperkuat
ikatan komunitas terhadap kawasan hutan adat karena
pelanggaran terhadap batas tersebut dipandang bukan
hanya sebagai pelanggaran hukum adat, melainkan juga
sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmos yang
lebih luas. Pemahaman ini menjadikan hutan adat tidak
sekadar sumber daya ekonomi, melainkan bagian dari
sistem nilai budaya dan kepercayaan leluhur yang
membentuk identitas masyarakat Bayan dalam menjaga
kelestarian hutan (Tramdheni et al., 2023).

Dari perspektif ekoteologis, hutan adat Bayan
dipahami sebagai ruang sakral yang merepresentasikan
sumber kehidupan dan bagian dari tatanan kosmik yang
harus dijaga keutuhannya. Konstruksi ekoteologi ini
dibangun melalui proses eksternalisasi nilai dalam

Fondasi

bentuk ritual dan simbol, kemudian
diinstitusionalisasikan melalui norma adat seperti awig-
awig, sebelum akhirnya terinternalisasi sebagai

pandangan dunia kolektif. Proses sosial inilah yang
menjelaskan keberlanjutan nilai konservasi di tengah
perubahan zaman, karena nilai tersebut tidak berdiri
sendiri melainkan terus direproduksi melalui praktik

keagamaan dan budaya sehari-hari (Amalina, 2026).
Relasi triadik antara manusia, alam, dan Sang
Pencipta menjadi inti dari etika lingkungan masyarakat
Wetu Telu, di mana hutan dipandang sebagai mediator
yang menghubungkan dimensi spiritual dan material
kehidupan. Pandangan ini sejalan dengan pola pikir
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masyarakat pesisir dan agraris di Lombok secara umum,
yang menempatkan unsur-unsur alam sebagai bagian
dari siklus religius-ekologis yang harus dijaga
harmoninya. Tradisi semacam ini menunjukkan bahwa
kearifan ekologis di Lombok tidak berdiri sebagai
pengetahuan teknis semata, melainkan terintegrasi
dengan sistem makna keagamaan yang lebih luas
(Hanik & Khamidah, 2022).

Secara teoritis, nilai-nilai budaya semacam ini
dapat dipahami melalui konsep pengetahuan ekologis
tradisional (traditional ecological knowledge), yaitu
kumpulan pengetahuan, praktik, dan kepercayaan yang
berkembang melalui proses adaptif dan diwariskan
secara lintas generasi untuk mengelola hubungan antara
manusia dan lingkungan. Kerangka ini membantu
menjelaskan bagaimana nilai-nilai Wetu Telu berfungsi
sebagai mekanisme regulasi sosial yang efektif dalam
menjaga kelestarian hutan, karena norma-norma
tersebut tertanam dalam sistem kepercayaan, nilai
budaya, dan praktik spiritual masyarakat yang
membentuk perilaku konservasi secara kolektif, bukan
sekadar aturan formal yang dipaksakan dari luar
(Zannini et al., 2021).

Praktik Konservasi Hutan Adat Berbasis

Kearifan Lokal

Praktik konservasi hutan adat di Bayan secara
konkret terwujud dalam awig-awig, yaitu seperangkat
aturan adat tertulis maupun tidak tertulis yang
mengatur pemanfaatan dan pelestarian hutan oleh
Komunitas Wetu Telu. Awig-awig memuat larangan,
kewajiban, serta sanksi sosial bagi pelanggar, sehingga
berfungsi sebagai instrumen hukum adat yang mengikat
secara kolektif. eberadaan awig-awig menunjukkan
bahwa kearifan lokal tidak hanya berupa nilai atau
norma budaya yang bersifat abstrak, tetapi telah
ditransformasikan menjadi aturan normatif yang
mengatur kehidupan sosial masyarakat serta dapat
ditegakkan melalui mekanisme kelembagaan adat di
tingkat komunitas (Wacika, Ardini, & Dewi, 2025)

Dalam perjalanannya, awig-awig tidak bersifat
statis melainkan mengalami transformasi struktur dan
fungsi akibat dinamika sosial, ekonomi, dan tekanan
eksternal terhadap kawasan hutan. Transformasi ini
terjadi baik pada substansi aturan maupun pada
mekanisme penegakannya, yang pada gilirannya
berdampak pada efektivitas pelestarian hutan adat.
Dinamika semacam ini memperlihatkan bahwa kearifan
lokal merupakan sistem yang adaptif, mampu
menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan
lingkungan tanpa kehilangan fungsi konservasinya,
meskipun terdapat risiko pelemahan nilai dan norma
apabila proses adaptasi tersebut tidak terlembagakan
secara baik dalam tata kelola masyarakat (Rambe et al.,
2025).

Praktik konservasi juga diwujudkan melalui
penentuan waktu-waktu tertentu yang dianggap baik
untuk mengambil hasil hutan, seperti kayu untuk
keperluan adat, yang hanya diperbolehkan pada periode
tahun tertentu dalam siklus kalender adat. Pembatasan
waktu ini secara fungsional berperan sebagai
mekanisme pengaturan intensitas pemanfaatan sumber
daya hutan, sehingga mencegah eksploitasi berlebihan.
Praktik semacam ini memperlihatkan kedalaman
pengetahuan ekologis masyarakat dalam mengelola
siklus regenerasi hutan melalui instrumen budaya dan
religius (Aggata, 2021).

Selain pengaturan waktu, masyarakat Bayan juga
menerapkan sistem zonasi hutan yang membedakan
kawasan hutan larangan, hutan adat, dan hutan yang
dapat dimanfaatkan secara terbatas. Pembagian zona ini
telah diformalkan melalui kebijakan desa, yang
memberikan legitimasi hukum formal terhadap praktik
adat yang sebelumnya hanya berlaku secara informal.
Pengakuan formal terhadap hutan adat melalui
kebijakan negara memberikan kepastian hukum bagi
masyarakat hukum adat serta  memperkuat
perlindungan hak konstitusional mereka dalam
pengelolaan sumber daya hutan (Pratama et al., 2022).

Penguatan praktik konservasi berbasis kearifan
lokal semakin terlihat dengan adanya pengakuan formal
melalui peraturan desa mengenai awig-awig hutan adat,
yang menjadi dasar legal pengelolaan kawasan hutan
adat Bayan secara berkelanjutan. Peran kepala adat
dalam mengawasi implementasi aturan ini juga
berkontribusi signifikan terhadap konsistensi penerapan
prinsip  kemanfaatan, kelestarian, kebersamaan,
keterbukaan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan
hutan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas kearifan
lokal sangat bergantung pada kombinasi antara
legitimasi adat dan dukungan struktur kepemimpinan
tradisional yang masih dihormati masyarakat (Jayadi, et
al 2024).

Peran Aktor Budaya dalam Pelestarian Hutan Adat
Ketua adat atau pemangku adat memegang peran
sentral dalam pengelolaan hutan adat di Bayan, baik
sebagai pemegang otoritas normatif dalam penegakan
awig-awig maupun sebagai simbol legitimasi kultural
bagi keputusan-keputusan terkait pemanfaatan hutan.
Pengaruh kepemimpinan adat ini tidak hanya bersifat
administratif, tetapi juga bersifat spiritual karena posisi
pemangku adat dipandang sebagai penjaga
keseimbangan antara dunia manusia dan kekuatan-
kekuatan gaib yang diyakini menghuni hutan. Dengan
demikian, efektivitas konservasi hutan adat sangat
dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kewibawaan figur

adat tersebut di mata masyarakat (Jayadi, at al, 2024).
Selain pemangku adat, elit-elit lokal lainnya
seperti tokoh agama dan tokoh masyarakat turut
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berperan dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan
lokal melalui keteladanan dan penyampaian pesan-
pesan moral kepada generasi muda. Peran elit ini
penting karena mereka berfungsi sebagai jembatan
antara nilai-nilai tradisional dengan realitas sosial yang
terus berubah, sehingga nilai-nilai tersebut tidak
kehilangan relevansi di tengah modernisasi. Keberadaan
elit lokal yang konsisten menjaga nilai adat menjadi
salah satu faktor penentu keberlanjutan praktik
konservasi di tingkat komunitas (Sawaludin, et al, 2022).

Pelestarian nilai dan praktik konservasi hutan
adat juga sangat bergantung pada pola komunikasi
antargenerasi, baik melalui tradisi lisan, ritual adat,
maupun interaksi sehari-hari dalam keluarga dan
komunitas.  Pola  komunikasi  yang  efektif
memungkinkan transfer pengetahuan ekologis dan nilai
spiritual berlangsung secara alami tanpa harus melalui
pendidikan  formal. Ketika pola  komunikasi
antargenerasi melemah akibat migrasi, pendidikan
modern, atau perubahan gaya hidup, maka risiko
hilangnya pengetahuan adat mengenai pengelolaan
hutan dan nilai-nilai konservasi menjadi semakin besar
(Yasir et al., 2022).

Keluarga, termasuk peran perempuan di
dalamnya, menjadi unit sosial dasar yang turut menjaga
kesinambungan  nilai-nilai  lingkungan  melalui
pengasuhan dan pembiasaan sikap menghormati alam
sejak usia dini. Meskipun ruang publik adat sering
didominasi oleh aktor laki-laki, peran domestik
perempuan dalam menanamkan kesadaran ekologis
kepada anak-anak memberikan kontribusi tidak
langsung namun signifikan terhadap keberlanjutan
kearifan lokal. Dimensi gender dalam pelestarian
budaya dan lingkungan perlu diperhatikan karena
perbedaan peran, akses, dan pengetahuan antara laki-

laki dan perempuan memengaruhi efektivitas
pengelolaan dan konservasi sumber daya alam
(Alexander et al., 2023)

Di luar aktor adat tradisional, pemerintah desa
dan lembaga formal turut menjadi aktor penting melalui
proses kolaborasi dan integrasi nilai adat ke dalam
kebijakan resmi, seperti pengintegrasian nilai-nilai Islam
dan adat dalam pengelolaan hutan adat Mandala.
Kolaborasi semacam ini menunjukkan bahwa
pelestarian hutan adat bukan lagi semata-mata domain
masyarakat adat, melainkan telah melibatkan sinergi
multi-aktor antara struktur tradisional dan struktur

pemerintahan  formal.  Sinergi ini  berpotensi
memperkuat keberlanjutan konservasi, sekaligus
menimbulkan tantangan baru terkait pembagian

kewenangan antara kedua sistem tersebut (Burhani,
2025).

Kontribusi Konservasi Hutan Adat
Keberlanjutan Ekologis dan Sosial

terhadap

Pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal di
Bayan berkontribusi pada keberlanjutan ekologis
melalui mekanisme tata kelola kolektif yang membatasi
akses dan pemanfaatan sumber daya secara
proporsional. Aturan kepemilikan dan pemanfaatan
bersama yang jelas, disertai sanksi sosial yang efektif,
mencegah terjadinya fenomena eksploitasi berlebihan
yang umum terjadi pada sumber daya milik bersama
tanpa pengaturan yang baik. Pengalaman hutan adat
Bayan dengan demikian menjadi ilustrasi empiris
bagaimana institusi lokal mampu membangun tata
kelola sumber daya bersama melalui aturan kolektif,
modal sosial, dan mekanisme pengawasan yang
mendukung keberlanjutan ekologi serta pengelolaan
hutan jangka panjang (Depari, 2023).

Dari sisi ekonomi, hutan adat memberikan nilai
manfaat yang tidak hanya bersifat langsung seperti hasil
hutan kayu dan non-kayu, tetapi juga nilai manfaat tidak
langsung berupa jasa lingkungan seperti pengaturan
tata air dan perlindungan terhadap erosi. Penilaian nilai
ekonomi total terhadap sumber daya hutan menjadi
penting untuk menunjukkan bahwa manfaat ekologis
hutan adat sesungguhnya jauh lebih besar dibandingkan
jika hutan tersebut dikonversi menjadi lahan produktif
jangka pendek. Pendekatan valuasi ekonomi ekosistem
memberikan dasar kuantitatif bagi pengakuan manfaat
hutan sehingga memperkuat justifikasi ekonomi
terhadap praktik konservasi yang dilakukan masyarakat
lokal dan masyarakat adat (Nugroho et al., 2022).

Selain dimensi ekologis dan ekonomis, konservasi
hutan adat juga berkontribusi terhadap keberlanjutan
sosial melalui penguatan kohesi dan solidaritas
komunitas. Proses revitalisasi kearifan lokal dalam
pengelolaan hutan tidak hanya memperbaiki kondisi
fisik hutan, tetapi juga memperkuat kembali ikatan
sosial masyarakat yang terlibat dalam praktik-praktik
kolektif tersebut. Dengan demikian, konservasi hutan
adat  memberikan = manfaat  yang  bersifat
multidimensional karena tidak hanya menjaga fungsi
ekologis dan keanekaragaman hayati, tetapi juga
mempertahankan pengetahuan ekologi tradisional,
nilai-nilai budaya, sistem sosial, serta keberlanjutan
mata pencaharian masyarakat adat. Integrasi
pengetahuan ekologis tradisional dalam pengelolaan
hutan terbukti mampu memperkuat ketahanan sosial-
ekologis dan meningkatkan efektivitas konservasi
jangka panjang (Haq et al., 2023).

Ketahanan permukiman dan rumah adat
masyarakat Bayan dalam menghadapi bencana gempa
bumi turut memperlihatkan kontribusi tidak langsung
dari kearifan lokal terhadap keberlanjutan sosial-
ekologis, karena pola permukiman tradisional yang
beradaptasi dengan kondisi lingkungan terbukti
memiliki kemampuan lebih baik dalam meredam
dampak guncangan dibandingkan konstruksi yang
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tidak  mempertimbangkan  karakteristik  lokal.
Pengetahuan lokal mengenai teknik konstruksi rumah,
pemanfaatan  material alami, serta hubungan
masyarakat dengan lingkungan sekitarnya juga
memperkuat kapasitas adaptasi dan proses pemulihan
pascabencana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa
kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai praktik
konservasi lingkungan, tetapi juga menjadi fondasi
penting dalam membangun ketahanan masyarakat
terhadap risiko bencana (Kurnio et al., 2021).

Pada akhirnya, keberlanjutan ekologis dan sosial
dari konservasi hutan adat Bayan saling terkait dengan
keberlanjutan ekonomi masyarakat sekitar, yang
sebagian besar bergantung pada sektor kehutanan dan
agroforestri berbasis kearifan lokal. Pengelolaan hutan
yang berkelanjutan turut menopang mata pencaharian
masyarakat tanpa harus mengorbankan fungsi ekologis
hutan secara  keseluruhan, sehingga tercipta
keseimbangan antara kebutuhan ekonomi jangka
pendek dan kelestarian sumber daya jangka panjang.
Pola integrasi semacam ini menjadi model penting bagi
pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat di
wilayah lain (Febrian, et al, 2024).

Tantangan dan Prospek Konservasi Hutan Adat di Era
Modernisasi

Salah satu tantangan utama dalam konservasi
hutan adat Bayan adalah erosi nilai-nilai tradisional
akibat derasnya arus modernisasi, perubahan gaya
hidup, dan masuknya pengaruh budaya luar ke wilayah
Bayan. Generasi muda yang semakin terhubung dengan
dunia luar melalui pendidikan formal dan migrasi
cenderung mengalami pergeseran orientasi nilai, yang
berpotensi melemahkan kepatuhan terhadap norma-
norma adat terkait pengelolaan hutan. Kondisi ini
menimbulkan kekhawatiran bahwa keberlanjutan
kearifan lokal akan semakin sulit dipertahankan tanpa
strategi revitalisasi dan penguatan kelembagaan
masyarakat adat (Nurhasan et al., 2025).

Tantangan lain muncul dari ketegangan antara
sistem hukum adat dan sistem hukum nasional yang
terkadang tidak sinkron dalam mengatur status dan
pemanfaatan kawasan hutan adat. Ketidakjelasan
pengakuan  hukum formal terhadap hak-hak
masyarakat adat dapat menimbulkan kerentanan
terhadap klaim pihak luar maupun konflik kepentingan
dalam pemanfaatan kawasan hutanHarmonisasi antara
hukum adat dan hukum nasional melalui pendekatan
pluralisme hukum merupakan syarat penting untuk
memperkuat legitimasi dan efektivitas pengelolaan
sumber daya alam berbasis masyarakat adat (Pradhani,
2021)

Secara lebih luas, ketegangan antara kebijakan
konservasi modern yang berorientasi pada pendekatan
teknokratis dengan hak dan praktik masyarakat adat

juga menjadi isu global yang relevan bagi konteks
Bayan. Pendekatan konservasi yang mengabaikan
partisipasi dan pengetahuan lokal masyarakat adat
berisiko menimbulkan marginalisasi serta hilangnya
kontrol masyarakat terhadap sumber daya yang telah
mereka kelola secara turun-temurun. Pengalaman
implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat di
Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi
sangat ditentukan oleh pemberdayaan masyarakat,
pengakuan hak kelola, serta keterlibatan mereka dalam
proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu,
kebijakan konservasi hutan adat di Bayan perlu
menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan
sekadar objek kebijakan (Harbi et al., 2020).

Di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat
pula prospek positif berupa peluang integrasi nilai-nilai
Islam Wetu Telu dengan kebijakan lingkungan
kontemporer, sebagaimana tercermin dalam upaya-
upaya formalisasi nilai adat ke dalam kerangka regulasi
desa maupun kolaborasi lintas lembaga. Integrasi
semacam ini memberikan ruang bagi keberlanjutan
nilai-nilai tradisional sekaligus memperkuat legitimasi
hukum formalnya, sehingga konservasi hutan adat tidak
harus dipertentangkan dengan modernisasi, melainkan
dapat diposisikan sebagai bagian dari strategi
pembangunan berkelanjutan berbasis budaya lokal
(Burhani, 2025).

Prospek keberlanjutan konservasi hutan adat ke
depan juga sangat bergantung pada upaya revitalisasi
kearifan lokal secara sistematis, termasuk melalui
pendidikan lingkungan berbasis budaya yang diberikan
kepada generasi muda sejak dini. Revitalisasi ini perlu
didukung oleh kebijakan afirmatif dari pemerintah
daerah yang mengakui dan memperkuat peran
masyarakat adat sebagai mitra utama dalam
pengelolaan kawasan hutan. Dengan strategi yang tepat,
kearifan lokal Wetu Telu memiliki potensi besar untuk
menjadi model konservasi berbasis budaya yang relevan
tidak hanya bagi Bayan, tetapi juga bagi pengelolaan
sumber daya alam dan lingkungan di wilayah lain di
Indonesia (Jayadi, et al, 2024)

Kesimpulan
Kajian ini menunjukkan bahwa konservasi hu-tan
adat di Bayan tidak bisa dilepaskan dari akar bu-daya
dan keyakinan masyarakat Wetu Telu. Nilai-nilai yang
lahir dari perpaduan Islam dan tradisi Sasak telah
membentuk cara pandang khusus terhadap hutan, yak-
ni sebagai ruang yang sakral, bukan sekadar sumber
daya untuk dieksploitasi. Pandangan inilah yang
kemudian dijaga lewat aturan adat awig-awig, pemba-
gian zona hutan, serta pengaturan waktu pemanfaatan
hasil hutan, sehingga tekanan terhadap ekosistem dapat
ditekan secara alami melalui mekanisme sosial, bukan
semata regulasi formal.
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Peran tokoh adat, tokoh agama, dan keluarga,
termasuk perempuan dalam ranah domestic-juga ter-
bukti penting dalam mewariskan kesadaran ekologis
antar generasi. Pola ini memperlihatkan bahwa keles-
tarian hutan adat bergantung pada jejaring sosial yang
hidup, bukan hanya pada keberadaan aturan tertulis. Di
sisi lain, manfaat dari praktik ini bersifat menyeluruh:
menjaga fungsi ekologis hutan, menopang ekonomi
masyarakat, mempererat solidaritas sosial, sekaligus
memperkuat ketahanan komunitas terhadap risiko
bencana.

Meski demikian, sistem ini tidak lepas dari
tantangan. Arus modernisasi, pergeseran nilai pada
generasi mu-da, dan belum sinkronnya hukum adat
dengan hukum nasional menjadi ancaman nyata bagi
keberlanjutan kearifan lokal ini. Untuk itu, diperlukan
langkah-langkah konkret seperti penguatan
kelembagaan adat, harmonisasi regulasi, dan integrasi
pendidikan ling-kungan berbasis budaya bagi generasi
muda. Dengan strategi yang tepat, model konservasi
berbasis budaya Wetu Telu berpotensi menjadi rujukan
bagi pengelolaan hutan adat di wilayah lain di
Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa pelestarian
lingkungan dan peles-tarian budaya dapat berjalan
seiring.
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